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BAB Il
TINJAUAN UMUM TENTANG MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH

DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. PengertianMut’ah dan Nafkah Iddah

Sebelum kita mengkaji lebih lanjut tentang mut’adn dhafkah iddah
terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian mutiaim iddah. Pengertian
mut’ah menurut bahasa berarti manfaat. Menurutaistadalah harta yang
diserahkan oleh suami kepada isteri yang dicerajaselain maskawin, untuk
menghibur dirinya, dan sebagai ganti dari peditpreraiart.

Mut'ah sendiri adalah berupa pemberian yang bisanyerangkan
siwanita seperti kain, pakaian, nafkah, pelayansadragainya.

Adapun kadarnya sebagaimana dinyatakan dalam firdldah Swt

dalam Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 236 yang basi

PANRAE L) QE¢K OIDLURDYE4¢L ¢
RO, vD€ECOM @I 7] 2L A du) DEmVOROL

6rODOOIOE R 31 N7 [OXyal
OE-¢K o BO0E0 B S OVOrVYHAON W o R
¢V CRAO@ s € L1o) g I

Artinya: “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberieepada
mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya damg o
yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu et menurut
yang patut, yang demikian itu merupakan ketentusgi brang-orang
yang berbuat kebajikan.”

! Ahmad Al Hajji Al Kurdi, Hukum-Hukum Wanita Dalam Figih IslanSemarang, Dina
Utama: 1995, hal. 50.
’lbid, hal. 52.
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Dari penggalan ayat tersebut dimaksudkan bahwapsetanita yang
ditalak berhak mendapatkan mut’ah (pemberian). Reeiar mut'ah kepada isteri
yang ditalak hukumnya adalah wajib tetapi harusesgliaikan dengan
kemampuan dan kepatutan suami sendiri yaitu oraagy ynampu menurut
kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampagpula).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku | Bab | Pdsalat (j):

Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada isteng telah dijatuhi
talak berupa benda atau uang dan lainriya.

Pasal di atas menerangkan bahwa mut'ah adalah pamiseami kepada
isteri yang diceraikannya sebagai konpensasi, nampemberian tersebut
disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suamdiriseKeharusan
memberi mut’ah oleh suami kepada isteri yang dikarenya sebagai konpensasi
berbeda dengan mut'ah sebagai pengganti maharidbda dicerai sebelum
digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditemykédak wajib suami
memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pearberang bernama
mut’ah.

Bahwa pemberian mut'ah oleh suami kepada isteandgberkara cerai
talak hukumnya adalah wajib sesuai dengan keterdudalam Pasal 158 huruf
b KHI yang menyebutkan bahwa mut'ah wajib diberikdeh mantan suami

dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami.

% Tim Redaksi Nuansa Auligompilasi Hukum IslamBandung: CV. Nuansa Arkola, Cet-3,
2009, hal. 2.
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Sedangkan pengertian iddah dari segi etimologiahdgang jamaknya
adalahdad berarti bilangan. Secara terminologi diartikan aamng mesti
dilalui oleh seorang perempuan (yang bercerai slaaminya) untuk mengetahui
bersihnya rahimnya dari kehamil&rDalam masa iddah wanita (isteri) tidak
boleh kawin dengan laki-laki lain sebelum habis anaddahnya. Dengan
demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa idtlalmempunyai beberapa
unsur yaitu:

a. Suatu tenggang waktu tertentu

b. Wajib dijalani bekas isteri

c. Karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diéaraioleh suaminya.
d. Keharaman untuk melakukan perkawinan selama mdsa3d

Dalam masa iddah isteri, suami diwajibkan untuk inemnafkah kepada
isteri yang telah diceraikannya, seperti yang dgkan dalam firman Allah

berfirman QS. Ath Thalaaq ayat 6:

<CH®HORIO I8 OII2>L2URCQExOL]
22 du ALADN.Orv IR TT HE FHedx+ERNx
B3-0>0F 0 A€ @ OII>2ADOFo * U e
0.6 OCrwiONL OII7@  ROSD g OB & COREHEN
OB & rOmdeR B-U>00 A6  wrwfXO
Ol < VpomHEHYPXKIO XD K40 T #AAO

Artinya: “ Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamudrepat tinggal

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusatmeaaka

untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereitar{-isteri yang

*Amir Sarifuddin,Garis-garis Besar FighjJakarta: Kencana, 2003, hal. 141.
®Sayyid Sabig,Figih Sunnah Trj. Abdurrahim dan Masrukhifigih Sunnah 4lakarta:
Cakrawala Publishing, Cet. ke-1, 2009, hal. 118.
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sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlatpa@a mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin.

B. Dasar Hukum Mut’ah dan Nafkah lddah

Yang menjadi landasan hukum adanya mut'ah ini &d@i&. Al Bagarah

ayat 241:
@A G ¢ 0.6 O Q¥ DECOCHY, WO
OE-¢K L ®OOR0 B Yo OVOVYAEONwa o R

&V EQMIECO M @a
Artinya:*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklahbetikan oleh
suaminya) mut'ghmenurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi
orang-orang yang bertakwa.

Secara dhohir, ayat di atas sesungguhnya menghesdakii wajib
memberi mut’ah, yaitu pemberian secara sukarelsadiping nafkah, kepada
isteri yang diceraikannya, seperti yang tercantahard KHI pasal 149 huruf (a):
bilamana perkawinan putus karena talak, maka bgkami wajib memberikan

mut’ah:

“Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istexjngaik berupa
uang atau benda kecuali isteri tersebut gobla diikhu

Sedangkan yang menjadi dasar hukum iddah dari AbQwadalah QS.

Al-Bagarah ayat 228:

P ORI OOPL 0 26 OQ#HEHD2€COM a0
MA72AO0RGD> A +O+¢OREIN OII RN QO> ARG
Artinya: “Wanita—wgmita yang ditalak hendaklah menahan diefiunggu) tiga
kali quru’.

® Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikanh okiami kepada isteri yang
diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkahesésimgan kemampuannya.

" Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Ag&haop. cit hal. 59.

8 Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Ag#&haop. cit hal. 55.
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Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan yang dgktiahi talak oleh
suaminya diwajibkan untuk menjalani masa tunggu atdah untuk mengetahui
keadaan rahim perempuan tersebut apakah tumbuh gau tidak selepas
perceraian.

Iddah wanita yang sedang hamil ialah hingga métahianak, baik isteri
yang hamil itu ditalak suaminya, ataupun ditinggalaminya lantaran ia
berpulang ke rahmatullah. Iddah perempuan yand tidahaid atau yang telah
putus dari berhaid, tiga bulan. Iddah wanita yaethaid, tiga kali quru’ (tiga
kali sucian dari haid) kalau ia merdeka. Kalautdak , dua kali suciah.

Sedangkan menurut hukum perdata, iddah diatur daladang-undang
No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkanumakiggu bagi seorang
wanita yang putus perkawinan. Selanjutnya atasrdsssal 11 Undang-undang
No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan wakiggu sebagai berikut:
(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlggngka waktu
(2) EIEjenngggguéng waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat akan diatur dalam

peraturan pemerintah lebih lanjut

Demikian pula pada Peraturan Pemerintah No. 9 talRirb,tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahuh té@7ang Perkawinan
mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada balpa4dal 39.

Pada pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang Parkaw dalam

menentukan waktu tunggu sebagai berikut:

° Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiedyukum-hukum Figih IslamSemarang: PT.
Pustaka Rizki Putra, cet-2, 2001, hal. 291
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Ayat (1):"Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlalaktu tunggu

atau iddah kecuali qgobla dhukhul dan perkawinanmyap bukan
karena kematian suami”

Demikian pula dalam pasal 154 dan pasal 155 KomsipHaukum Islam

tentang perkawinan, mengatur waktu iddah.

Nafkah Isteri dalam Perundang-undangan di Indongsta:

a.

C.

Undang-undang No.1 Th.1974

Pasal 34 ayat (1)Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan
segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga Bedeagan
kemampuannya”.

KHI (Kompilasi Hukum Islam)
Pasal 80 ayat (4): sesuai dengan penghasilasagei menanggung:

1). Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri

2). Biaya rumah tangga, biaya perwatan dan biayagmbatan bagi
isteri dan anak

3). Biaya pendidikan bagi anak

Pasal 81 ayat (1)Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi
isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang maklam masa
iddah”.

Pasal 81 ayat (2)Tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk
isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalardaid talak atau
iddah wafat”.

Pasal 82 ayat (1)Bagi suami yang berpoligami: suami yang punya
isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tampnggal dan
biaya hidup kepada masing-masing isteri secararbleang menurut
besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-ntasisteri,
kecuali jika ada perjanjian perkawinan”.

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami.



20

Pasal34 ayat (3) UU No.1 Th 1974 jo pasal 77 ayat (5) KHI
(Kompilasi Hukum Islam)Jika suami atau isteri melalaikan
kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan kegdblan
Agama”.

. Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada mastaninya akibat
perceraian. Dalam hukum positif di Indonesia tetihtur dalam
beberapa pasal yaitu:

1). UU No 1 Th.1974 pasal 41 huruf (c):Péngadilan dapat
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikana biay
penghidupan dan atau menentukan suatu kewajibam lbekps
isteri”.

2). KHI pasal 149: bilamana perkawinan putus kartalak, maka
bekassuami wajib:

a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas msyari baik
berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut galikhul.

b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas selama
dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuHataatau nusyuz
dalam keadaan tidak hamil.

c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnga separoh
apabila gabla dukhul.

d) Memberi biaya hadlonah untuk anak-anak yang tetbencapai
umur 21 tahun.

3). PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawaem Perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil.
Nafkah setelah perceraian diatur dalam PasaaB:ay

a) Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawaegeri
sipilbmaka ia wajib menyerahkan sebagian gajinyatulin
penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.

b) Hak-hak pembagian gaji sebagaimana yang dimakislam ayatl
ialah 1/3 untuk pegawai negeri sipil yang bersartgku 1/3untuk
bekas isterinya dan 1/3 untuk anak-anaknya.
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c) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anaigka gaji yang
harus disampaikan oleh pegawai negeri sipil prigpdda bekas
isterinya ialah setengah dari gajinya.

Undang-undang di Indonesia tidak hanya menjamirejkb$eraan isteri
saat masih dalam ikatan perkawinan, namun Kkeseganeisteri setelah
perceraian juga diperhatikan. Ini terbukti dengatergya pasal-pasal yang
mengharuskan seorang suami memberikan nafkah kdpedes isterinya saat
iddah setelah diceraikan.

Dari beberapa penjabaran di atas, dapat dinilawhabndang-undang
telah mengakomodir peraturan yang berkaitan dengemah tangga dan

melegistimasinya sebagai perlindungan perempuamdalmah tangga.

C. Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata di Pengadilangama.

Bentuk pelaksanaaputusan perkara perdata di Pengadilan Agama ada
dua yaitu secara sukarela dan eksekusi, karenadzesdanya di dalam Hukum
Acara Pengadilan Agama dan Hukum Acara Perdatayradainya pelaksanaan
putusan yaitu secara sukarela dan eksekusi, ssc&eaela yaitu para pihak
dengan kesadaran dan tanpa paksaan melaksanaksarp&éengadilan Agama,
sedangkan pengertian eksekusi yaitu dilihat degi $erminologi berasal dari
bahasa Belanda yaitexecutie yang berarti menjalankan putusan haKfm.

Adapun pengertian eksekusi menurut etimologi tigalh berbeda dengan arti

19 Sydjito DanusaputrdamusBelanda-Indonesien Haag: G. B. Van Goor Zonen's, Cet.
ke-5, 1966, hal. 85.
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secara terminologi yaitu menjalankan putusan atlakpanaan putusarDan
yang perlu dijalankan adalah putusan-putusan hgkimg mengandung perintah
kepada suatu pihak untuk melakukan perbudtBalam penjelasan lain eksekusi
sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadidepada pihak yang
kalah dalam suatu perkara merupakan aturan darcaagalanjutan dari proses
pemeriksaan perkata.

Suatu perkara perdata yang diajukan oleh para pihag bersangkutan
kepada lembaga pengadilan, bertujuan untuk mendapgtemecahannya atau
penyelesaiannya. Semua pemeriksaan perkara se&khird dengan putusan,
akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja lehuselesai persoalannya.
Putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atdandigen.

Bentuk amar putusan dapat dibedakan menjadi tigamayaitu:

a. PutusarCondemnatoir
Amar putusan yang bersifabndemnatoiryang amarnya berbunyi
“menghukum...dan seterusnya”, merupakan amar putysag mempunyai
kekuatan hukumeksekutorial dalam arti putusan tersebut merupakan

landasan terhadap objek sengketa dan atau terteddqal yang tertuang

* yYahya HarahapRuang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal. 5.

12 Elise T. Sulistini. Rudy T. Erwin, PetunjuRraktis Menyelesaikan Perkara-perkara
Perdata Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 43.

3 Yahya HarahapRuang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdkarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, Cet-2, 2006, hal. 1.
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dalam putusancondemnatoirdapat dilaksanakan melalui suatu eksekusi

putusan.

. PutusarDeclaratoir

Yaitu amar putusan yang menyatakan suatu keadaag gah
menurut hukum. Sesuai dengan arti dari putusan yengjfatDeclaratoir
tersebut, maka putusan yang berdbatlaratoir amar putusannya berbunyi
“menetapkan...”.

PutusarKonstitutif

Yaitu amar yang menciptakan suatu keadaan basuasdengan arti
dari amar putusan yang bersikamnstitutif yaitu menciptakan suatu keadaan
baru, maka perkara-perkara yang menggunakan anasgouyang bersifat

konstitutif amarnya berbunyi “menyatakan...”, merupakan putugang
menunjukkan adanya keadaan baru yang sah menukutmhsebelumnya
memang belum terjadi keadaan hukum tersebut.

Suatu putusan pengadilan tidak akan ada artinyau kiidak dapat
dilaksanakan, oleh karena itu putusan pengadilarg y@apat dieksekusi
adalah putusan yang mempunyai kekuatesekutorialyaitu kekuatan untuk
dapat dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkam daldusan itu secara
paksa bahkan bila perlu dengan bantuan aparat keamaegara. Adapun

yang memberi kekuataaksekutorialpada putusan hakim tersebut adalah

kepala putusan yang berbunipémi keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang
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Maha Es& *Disamping itu putusan pengadilan yang mempunyai tit
eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yaeggandung amar
“condemnatoir”. Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat
menghukum kepada salah satu pihak untuk melakulesuatu atau
menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk mérnerastasi.

Adapun untuk putusan yang bersiticlaratoir yaitu putusan yang
hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagaik®smaan yang resmi
menurut hukum dan putusaonstituatif yaitu putusan yang menciptakan
atau menimbulkan keadaan hukum baru berbeda dekemataan hukum
sebelumnya, tidaklah memerlukan sarana-sarana [sa@ak untuk
melaksanakanya, karena dalam putusan tersebut didalkat adanya hak
atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukdak digantungkan pada
bantuan atau kesediaan pihak yang dikalahkan, gghitidak diperlukan
sarana-sarana pemaksaan untuk menjalankannya.

Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuat&om pasti,
dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang lggagan, yaitu pihak yang
kalah. Dengan demikian maka selesailah perkaraagpat bantuan pihak

pengadilan untuk melaksanakannya secara paksamDmhini pihak yang

1 Riduan SyahriniBuku Materi Dasar Hukum Acara Perdat&andung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2000, hal. 151.



25

menanglah yang mengajukan permohonan tersebut &qpatadilan yang
bersangkutan agar dilaksanakan eksekusi secara featesution forcee'®

Dalam pelaksanaan eksekusi ini dikenal beberapa gang harus
dipegangi oleh pihak pengadilan, yaitu:

a. Putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukiam, tgitu sifat
putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adamlak &da lagi
upaya hukum dalam bentuk putusan tingkat pertamtyspn tingkat
banding dan kasasi, sifat dari putusan yang suéakekuatan hukum
tetap adalah tidak bisa lagi disengketakan olehalppgihak yang
berperkara.

b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela, yakniasekengan ketentuan
pasal 196 HIR dan pasal 207 R.Bg maka ada duancargelesaikan
pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarelaakpiteak yang kalah
dengan sukarela melaksanakan putusan tersebutarderaya paksa
melalui proses eksekusi oleh pengadilan.

Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa ddé#tksa dengan
bantuan pihak kepolisian sesuai dengan pasal 280 ByHIR.

c. Putusan mengandung antandemnatoir

!> Sudikno MertokusumoHukum Acara Perdata Indonesi#pgyakarta: Liberty, Cet. ke-7,
2006, hal. 247.
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Putusan yang bersifatondemnatoirbiasanya dilahirkan dari perkara
yang bersifatontensiuglengan proses pemeriksaamtradictoir. Para
pihak yang berperkara terdiri dari para pihak peiggg) dan tergugat.

d. Eksekusi di bawah pimpinan Pengadilan Agama,
Menurut pasal 196 ayat(l) HIR dan pasal 206 ayaRBg yang
berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yaegutus
perkara yang diminta eksekusi tersebut sesuai dehganpetensi
relatif. Pengadilan tingkat banding tidak diperkeken melaksanakan
eksekusi. Sebelum melaksanakan eksekusi, ketuaa&itg Agama
terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang diwjidepada panitra
atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi darkgebaan eksekusi
tersebut dibawah Pengadilan Agatfia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya patean putusan
hakim atau eksekusi merupakan realisasi kewajilblaakpyang dikalahkan
untuk memenuhi prestasi yang merupakan hak daakprang dimenangkan,
sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.

D. Macam-macam Pelaksanaan Putusan

Ada beberapa macam pelaksanaan putusan pengadilan,

a. Eksekusi putusan yang menghukum salah satu pihalkk unembayar

sejumlah uang. Hal ini di atur dalam pasal 196 Higsal 208 Rbg. Yaitu

'8 Abdul MananPenerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pesaddgama,akarta:
Kencana, Cet- 3, 2005, hal. 314.
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dilaksanakan melalui penjualan lelang terhadaprgab@rang milik pihak
yang kalah perkara, sampai mencukupi jumlah uamg yerus dibayar
sebagaimanna ditentukan dalam putusan hakim terSebu

Contoh, eksekusi pembayaran nafkah iddah oleh skapada mantan
isterinya, karena dikabulkannya izin talak olehgaatilan.

b. Eksekusi putusan yang menghukum salah satu pihaik unelakukan
suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225, 26® Rbg.

Contoh, eksekusi yang memerintahkan kepada tergkgana kalah
untuk menyerahkan harta warisan milik penggugatardalperkara
sengketa waris.

c. Eksekusi putusan yang menghukum salah satu pittak namengosongkan
suatu benda tetap. Eksekusi ini disebut eksekiisHal ini diatur dalam
HIR, oleh karena dibutuhkan dalam praktek peradilaraka masih
dilaksanakan.

d. Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang. Haldratur dalam pasal
200 ayat 1 HIR dan pasal 218 ayat 2 Bbg.

E. Putusan yang dapat dieksekusi
Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan tedaty memenuhi

syarat-syarat untuk dieksekusi, yaitu:

" Mohammad saleh & lilik mulyadiBunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia,
Bandung: PT. Alumni, Cet-1, 2012, hal. 335.
¥sudikno Mertokusumagp.cit, hal. 248.
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a. Putusan yang telah berkekuatan hukum teiapkfacht van gewijsde
(bahasa Belanda). Sebab hubungan hukum dalam putersebut telah
ditetapkan untuk selama-lamanya. Karena sudah tidpkt dirubah lagi.
Akan tetapi syarat ini tidak berlaku dalam hal:

1. Pelaksanaan putusan serta merta, yakni putusan \dagmat
dilaksanakan lebih dahulul{voebaar by voorad

2. Pelaksanaan putusan provisi

3. Pelaksanaan akta perdamaian.

b. Putusan yang tidak dijalankan oleh pihak terhukumsasa sukarela,
meskipun ia telah diberi peringataaf maning oleh ketua pengadilan.

c. Putusan hukum vyang bersifacondemnatoir artinya berwujud
menghukum pihak untuk membayar sesuatu, menyerafésuatu atau
melepaskan sesuatu sejenisnya. Jadi eksekusi atassap yang
diktumnya bersifatconstitutoir atau declaratoir boleh dikatakan tidak
mungkin. Constitutoir artinya menciptakan atau menghapuskan hukum,
seperti mengesahkan seorang anBleclaratoir artinya menyatakan
seperti sah dan harganya sita jaminan, sah tidakaia talak yang
diucapkan suami dan sebagainya. Setedtaratoir atauconstitutoirtidak

mengandung perintah pelaksanaan suatu prestasalighsatu pihak.

' Roihan A. RasyidHukum Acara Peradilan Agamaakarta: CV. Rajawali, 1991, hal. 196.
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d. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pienpketua Pengadilan
Agama. Yaitu Pengadilan Agama yang menjatuhkansaumttiersebut atau

Pengadilan Agama yang diberi wewenang sah.



